
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Kota AeMr dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria [Lembarun Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 1047 Tambahan Lembaran 
Negara Republik. Indonesia Nomor 2043); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (SL 
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat 
(2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 
ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57 ayat 
(4), dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kot.a Semarang 
Nomor 6 Tahun 2012 tcntang Pengelolaan Sam pH h serta 
rmtuk mcnjamin perlindungan hukurn dan kepastian 
hukum bagi para pcmangku kepentingan dalam 
pengelolaan sampah, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota. tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota. 
Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sa.mpah; 

h. hahwa untuk melaksanakan makand teraebut di atas, 
maka pcrlu menetapkan Peraturan Walikota Bemarang 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah; 

Menimbang 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVTNSI .. JAWA TENOAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR JjZ-TAHUN ;lo1c, 

TENTANG 

PETUNJUK P~LAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 6 TAHUN 2012 TEN'iANG PENGELOLAAN" SAMPATT 

WALIKOTA SEMARANG 



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nornor 68, 'rnmbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851 ); 

5. Undang Undang Nnmm· ~5 'l'nhun '..mo<) tentrmg Pelayanan 
Publik [Lcmbaran Negara Rcpublik T,1dOt'ICSia T;_jJiu11 200CJ 
Nomor 112. Tambahun Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5041); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
1 .. tO} Tambuhan Lernbarun Neguru l~t'.publik lndonf~Sit1 
Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan 
dan Kawasan Pcrmukiman (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundanr.-11mhmgan (T,<:mharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
:)2:·M ); 

9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerlntaban Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T'umbuhun Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
tclah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kcdua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

10. Pcraturan Pcmerinta h Nomor 1 fi THh un 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tnmhahan Lemharan Neg:.H"H Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

11. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pcmbe:ntukan Kcr.omMsm <11 Wilaynh Kuhuputen 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, J epara dan Kendal scrta pcnataan Kecamatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat TT Semarang dalarn 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan: 

I. Daerah udalah Kota Semarang. 

M l•:MUTUSKAN: 

PER/\'TlJR/\N W/\UKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAJ\N 
PER.ATURAN OAF.RAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 
2012 TRNTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 

Mcnctapkan: 

12. Peraturan Pemerintah Nomor '},7 To.h11 n 2012 tt1:ntrrng Izin 
Lingkungan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara ~epubhk 
Indonesia Nomor 5~85); 

13. Perut urun Presiden Numor 87 T;"ihu n 2014 tentang 
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tnhun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan P~ru nrlang­ 
Uudangan; 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l ~ Tahun 2006 
Tentang Pcngcndalian LinKkUTIR:-in Hidup [Lernbaran 
Daerah Koh1 SP.nu1rrin~ Tnhu n :lOOh Nomor 2 Seri E. 
Tamhahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nnmor 2); 

15. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 
ten tang Ren can a Pern bangunan ~Jangka Panjang Daerah 
{RPJPD) Kola Semarang 'I'ahun 200S - 202S (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kota Semarang Nornor 43}; 

16. Peraturan Daerah Kotu Semarnng Nomor 12 Tahun 2011 
tcntang Rencana Pernbangunan .Iangka Mencngah Dacrah 
(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran 
Daerah Kola St"mS;trS:1.rig 'T\tl1 u n 20 l l Nornor 12, Tambahan 
Lcmbaran Dacrah Kota Semarang Nomor 59); 

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 
tcntang Rencana Tutu Rlutn~ Wilnvnh Kota Semarang 
'I'nhun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kuta S(:maranp: 
Tahun 2011 Nomor 14, TAtnhAhan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Norn or n 1); 

18. Peraturan Dae rah Kota Semarang Nomnr 2 'Tahu n 2012 
tcntang Rctribusi Jasa Umum Di Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang T}ih u n '.2012 Nomor 21 

'rambahan Lembaran Daerah Kota Semanu1g Numor fl(}); 
19. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 6 Ta.hun 2012 

tentang Pengelolaan Sampan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2012 Nornor 6, Tambahan Lcmbaran 
Daerah Kora Semarang Nomor 73); 



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pcnyelenggara 
Pcmerintahan Daerah yang rnernimpin pclaksanaan urusan Pemerirrtuhan 
yang menjadi kcwenannan naerah Otnnnrn. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Perangkat Daerah adaran unsur pcmbantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kcwcnangan 
Daerah. 

!i. Dinos adalah unsur pcmbantu waukota yang bertunggung .ii.::twal) rlalam 
bidang pengelolaan ~!:4.mp~ti yang berada di Iingkungan Pcmt:dr,t:=ih 
Daerah. 

6. Pcrangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan 
Pengelolaan Sampah adalah unsur pembantu Walikota yang bertanggung 
jawab dalam Pcrixirian Pengelolaan Sampah dilingku ngan Pcmerintah 
Daerah. 

7. Per~l 1JJ';..u) O.=ic:r::th adalah Peraturan Daeruh Ientang Pcngclolaan Sampah. 
8. Petugas Pengawas adalah pctugas pengawas yang berada pada Dinas. 

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Palisi Pamong Praia di 
lingkungan Pemerintah Dacrah. 

10. Orang adalah orang pcrscorangan, kelompok orang dun/atau badan 
hukum 

11. Harian Hukum adalah suatu badan usaha yang melipuf Perxeroan 
Terbatas, Perseroan Komanditcr, Persero, Badan Usaha Milik Negara arau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, pcrsekutuan, perkumpulan, 
firma, kongs], koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga 
dana pensiun, bentuk usaha tctap serta bentuk usaha Iainnva. 

12. Produsen adalah pelaku usaha y!'.ing rnernproduksi barang yang 
menpJl.tJ nnkan kcmasan, mcndistribusikan lmrnng yang mcnggunakan 
kernasan dan berasal dari impor, atau mcnjual barang dengan 
menggunakan wadah y~ng tidak dapat atau sulit tcrurai oleh proses alam, 

13. Sampan adalah sisa kegiatan sehari-bar-I manusia dan/ atau proses alam 
yang berbentuk padat 

14. Sarnpah rurnah tangga adalah sampah yang bcrasal dart kcgiatan sehuri 
hari dalam rumah tangga yang tidak tt'.rmnsuk Unja dan sampah spe~ifik. 

15. sampan sejenis sampan rurnah l.HnggH adalah sampan yang tidak berasal 
dari rurnah tangga dan berasal dari kawasan pcrmukiman, kawasan 
komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, Iasilitas 
sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 

16. Sampah spcslflk adalah sampah yang kurenn sifnt, konsentrasi, dan/atau 
volurncnya mcmcrlukan pengelolaan khusus. 

17. Bahun bcrh;1liaya rlan beracun yang selanjutnva disingkat B3 adalan 7.at, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena 8ifat, konsentrasi.dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hid up, dan / atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan.serta kelangsungan hidup 
manusia clan makhluk hidup lain. 

18. Limbah hs-ihs-m herbahnya dan beracun, yang selanjutnya discbut Limbah 
R3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83. 

19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 



HAH II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang li11gkup Pcraturan Walikota ini mcliputi kerentuan mengenai: 
a. tnto c.nrn penggunnnn hnk clan pclaksanaan kcwaltban yang tcrdiri dari: 

1. tata cara pcngg1m~~n hak; 
2_ kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan mcnangani sampah; 
3. kewajiban pengclola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan lndustrl, kawasan khusus, fastlitas umum, fasilitas sosial. dan 
fatsilitus lnf rmyn untuk menvediakan fasilitas sarana prasarana 
pewadr1lu-rn, pr.r1gu mpu lan rlan TPS/TPS 3R/TPST;dan 

4. kewajiban produsen yang mcliputi tata cara penyediaan fasilitas 
pemilanan sampan, tata cara pelabclan atau penandaan, clan mengelola 
kernasan dan/atau barang y;:ing dlprodu ksinya yar1g tidak dapat atau 
sulit terurai oleh proses alam. 

h. perizinan yang melipu ti: 
1. jenis usaha pengelotaan sarnpah yang rncndapatkan izin; 

2. tatacara memperoleh izin; dan 
3. tata cara pengumuman izin yang diterbitkan. 

C _ larangan: 

20. Pengha sil xarnpah yang sdanju lnya disd1u I Su rnber T'irnbu lau Sarnpah 
adalah setiap orang dun/ atau akibat proses alum yang menghusilknn 
timbulan sampah. 

21. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

22. Tcmpat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkuJ TJ-lS mhilnh 
tempat scbelum sampan diangkut kc tcmpat pcndauran ulang, 
pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

23. Ternpat Pengolahan Sarnpah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST 
adalah tcmpat dilaksanakannya kegiatan pengi.1mpuh=m, pemilahnn, 
pcnggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, clan pemrosesan akhlr 
samoch. 

24. Tcmpat Pcn~olahan Sampah Dcngan Prineip 3R (red11r.1!}r1!1J.:,u! rlnn. rn:w:l<!) 
yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah ternpat c..lilaksar1;.1k;.tr1r1y;.] 
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pcndauran 
ulang skala kawasan. 

25. Ternpat Pernrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah ternpat 
untuk memroses chm mengernbalikan sampan kc media lingkungan secara 
arnan bagi manusia clan lingkungan. 

26. Kompcnsasi adalah pcmbcrian imbalan kepada orang yfin,R terkena 
dampak negatif yang ditimbulkan olch kcgiatan penanganan sampah di 
TPA sampah. 

27. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kcgiatan yang dilakukan 
dalam rangka pengendalian yang rnelipu ti pencegahan dan 
penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 



Setiap orang berhak: 
a. mcndapatkan pclayanan dalam pcngclolaan aampah secara baik dan 

bcrwawasan lingkungan dari Pcmcrintah Dacrah dan/atau pihak lain yang 
diberi tanggung jawab untuk ttu: 

BAB IV 

TATA CARA PENGGUNAAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN 

BAR TTT 

P~~NYUSUNAN SISTEM TANGGAP DARURAT PENCELOLMN SAMPAH 
Pasal 3 

(1) Pemertntah naerah menyusun $islern 1.0nRRAP rlarurat pc:ngc:lol;1;1n sampah 
yang meliputi keseluruhan tahapan dalam penanganan sarnpah meliputi: 
a. perr"1 ii~ ha n; 
b. pengurnpu km; 

c. pengangkutan; 
d. pengolahan; dan 
P.. pemrosesnn nkhtr snmpnh. 

(2) Pcnyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup potensi bahaya: 
a. kecelakaan/ledakan/kebakaran alat angkut sampah; 
b. kecelakaan lalu lintas sebagai akibat pengangkutan sampah; 
c. kecelak~-u-.m/lt':clakan/kt:1:lmks.-trHn sm·s.-tnH pn--1sm·HnH Jlt':ngoh1h;-m :-;;-m1pah; 

(L tongsor J h~njir p~<l;:'i tahan pr:ngol;;th~n sampah; dan 

e. potcnsi bahaya lainnya yang scjcnis. 
(3) Penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah parla setlap 

tahapan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada aya.t ( 1) dan 
ayat (2) merupakan serangkaian kegiatan pengendalian yang terdiri atas: 
a. pencegahan; dan 
b. pcnanggu langan bahaya. 

(4) Pemerintah Daerah menyusun sistem tanggap darurat pcngclolaan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) scsuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Apabila keadaan darurat sebagalmana dimalcsud pada ayat ( 1 ), ay:~t. (2), 
clan i-lyal · (3) mcng .. skibatkan Icrjadinya bcncana, scgala ketentuan 
pcnanga nan da ru r·at rrn:r,dasa rkn n pad a pcra l.u ran pcru ndanp;-undangan. 
yang mengatur tentang bencana. 

d. penilaian dalam pemberian in serrtif dan disinsentif; 

e. monitoring dan cvaluasi scrta pclaporan; 
f. pengawasan dan pengendalian; dan 

K tata cara penjatu ban sankst administrasi (tidak hanya biaya puksaan]. 

Bagian Kcsatu 

Tata Cara Penggunaan Hak 
Pasal 4 



Pa.sat 6 
(1) Hak urituk berparusipasi sebagaimana dimaksud dalam PHsHl 4 huruf h 

dilaksanakan dengan cara: 
a. memberi masukan/usulan secara tertulis/Iisan mclalui berbagai media 

komuniknsi/sistem informasi: dan 
h. melaporkan adnnyn pP.l.r.mgg.r.1rnr1 cl,1,-1.n/Htau kc..·adaan darurat yang 

ditirnbulkan scbagai akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 

(2) Hak sebagaimana dimakeud pacia ayat ( l) dilaksanakan pada kegiatan: 
a. penyusunan kebijakan pengelolaan sampah; 
b. penerbitan perizinan pengelolaan sampnh; 
c. pelakxanaan penanganan sampah: dan 
d. pengawasari, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan 

sampah. 

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat 
dilakukan: 
a. kepada Pernerintah Daerah melalui Dinas, Kecarnatan, Kelu rahan dan 

media elektronik yang dikelola oleh Pemcrlnrah na,~rah; clan/atau 
b. pihak pcngclo1a sampan. 

1-1:=.:tt:=t I s 
(I) HHk untuk rnendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a dilaksanakan secara bersama-sarna antara Pemerintah Daerah, 
pihak pengelola sampah, dan masyarakat. 

(2) Pelayanan oleh Pemerintah naerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Dinas dan u nsnr pcmbantu Walikota 
tcrkait.Kecamatan.dan Kclurahan scsuai dengan tugas dun tanggung jawab 
sebagalmana dtntur dalnm peraturan perundang undangan. 

(3) Pdayanan oleh pihak pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan oleh pihak pengelola sampah yang memiliki Izin duri 
Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
peru n dan g- u n d an gan. 

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pcnyclcnggaraan.dan 
p~ng.=tw.=ts.=t n di hichrng p~ngelolaan sampan: 

r:. m~mpf:rCJh"!h infnrmnsi yar1g 1Jer1ur-, ukurut dun tepat waktu mengenai 
pcnyclcnggaraan pcngelolaan sampah; 

rl. rnenrlapatkan pr.rlinduni~an dan kompensusi karenu dumpuk negatif dnri 
kegiatan TPA: dan 

c. mcmpcrolch pcmbinaan agar dapat melakscnakan pengelolaan sampah 
secnra bnik don h~rwnwn~nn lingkungun. 



Pasol 9 

( 1) Hak memperolch pembmaan dari Pemerintah Dacrah scbagaimanu 
dunaksud dalam Pasal 4 hu ruf c meliputi pe111bi11aa11 bagl: 

a. masyarakat, pelaku usaha dan pcngclola kawasan; rian 
b. pihak pengelola sampan. 

Pasal 8 
(1) Hak mendapatkan perlindungan nan kompensasi karena dampak negatif 

dari kegiatan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 
dilaksanakan melahri pengaduan kepada Pemerlntah Daerah mclalui 
Dinas, Kecamatan, Kclurahan, dan/ atau mt':di:-i t':lr:ktronik yane d ikelol(l 
oleh Perneri l I IH l I DH~r~ll . 

(2) Pelaksanaan hak sebuguimana dirnaksud pada ayat ( 1) scsual ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 
( 1) Hnk untuk mempcrolch informaai R(:11;;:igr-iimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c dilaksanakan mclalui berbagai merlin krnrnrnik.1-1:,d/:':list.em infrJrma;-;.i. 
yang dtmi Ii ki dan dtkclola: 
u. Pemerintnh I )uerah; da_n)ata.u 

b, Pinak pengelola sampah. 
(2) Inlorrnasi yang dimiliki dan d ikclola Pemerintah Daerah sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (I) huruf a paling sedikit mcmuat: 
a. kehijakan umum Pemerintah Daerah dalam pengelolnan sampah dan 

sistem tanggap daruratnya; 

b. pcngctahuan tentang jenis-jenis sampah, karakteristik sampah, 
pengelolaan sampan dan nilai manlaat atas hasil pengolahan sampah; 

c. jasa p~J;.:iyH nan dart biayanya; 

d. perizinan pengelolaan sampah; dan 
e. pengaduan masyarakat. 

(3) Inforrnasi yang dimiliki dan dikclola pihak pengelnla sarnpah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling scdikit mernuat: 

a. jasa pclayanan dan biayanya; 
b. pcrizinan pcngelolaan sampah; dan 
c. pengaduan masvarakat, 

(4) Media komuniku.si/ sistem Intormasl yang dikdol:-1 P,:rrwrin t:1h I hlernh dan 
pihak pengelola sarnpah scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
berupa: 
a. informasi lisan dalam berbagai kegiatan; 
b. media cetak; dan 
c. rm:.diH elektronik. 

(4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ~ArlA AyAt (IL nynt ('J.) dun ayat 
(3) sesuai kctcntuan pcratu ran perundang-undangan. 



Pasal 10 
(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah scjcnis 

sampah rumah tangga wajib mengurangi dun menangani sampah dengan 
cara yang berwawasan lingkungan. 

(2) Kewaiiban pengurangan sampah scbagaimana dim,;4.k:sutl pada ayat ( 1) 
dilakukan dcngan (:;'.".tra: 

a. pembatasan tirnbulan sampah bcrupa kegiatan merninimalkan 
penggunaan bahan yang sullr diurai oleh alam dan rnudah mencemari 
Iingkungan: 

b. pendauran ulang sampah; dan/ atau 

c. pcmaniaatan kernbuli sumpuh herupu pc~nggunnan bahan yang dapat 
digunakan kernbali, 

(3) Kewaiiban penanganan sampan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dcngan cara: 
a. pemilahan; 
b. pengumpulan; 
c. pengangkuran: 

d. pengolahan; dan 
e. pemrosesan akhir sampah. 

(4) Kewajiban pengelolaan sarnpah scbagaimana dimakaud pada avat ( 1), ayat 
(2) dan ayal (3) dilaksanakan sesuai dengan: 

Bagian Kcdua 
Pclaksanaan Kcwaji ban 

Paragraf I 
Um um 

pewadahan.pemilahan, b. pcnanganan sampah yang meliputi 
pcngumpulan, pengangkutan dan pengolahan. 

(-1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)~ dan ;1yM (~) 
clilnl<so.nol<nn sesuui ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(2) Hak memperoleh pembinaan dari Pernerintah Daerah bagi rnasvarakat, 
pclaku usaha dan pengelola kawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
huruf a terdiri dari: 
a. pengurangan sampah yang meliputi penggunaan bahan yang dapat 

dlguna utang, dtdaur ulang, mudah diurai alam dan meminimalkan 
penggunaan hahan yang sulit diurai alam r1~m y~ng mudsh mcnr-cmar! 
lingkungan;dan 

pcmilahan, b, penangauun sarnpah yang meliputi pewadanan, 
pcngumpulan. 

(3) llak mernperoleh pembinaan bagi pihak pengelola sampah sebagaimana 
rltrnnksurl pndn uyat ( l) huruf b terdiri dari: 

a. pcneuran,;an sarnpah yang rncliputi ptnggunuw1 buhun yung duput 
diguna ulang, didaur ulang, mudah clllH~i ~li"im (J;)n mr.rnin irnalk.an 
penggunaan bahan yang sulit diurai alam dan yang mudah mencemari 
lingku ng£m ;clan 



PASAl 12 

(1) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan 
pengurangan sampah scbagaimana dimaksud dalam P~s3J 11 ayat (1) huruf 
a terdiri duri: 
a. pembatasan timbulun snrrrpah; chm/s.:itau 
1J. pcrnanfaatan kem bn li snm pn 11. 

(2) Kcwajiban melaksanakan pengurangan sampah scbagalmana dimaksud 
pada ayat (1).dilakukan dcngan cara: 

a. mcnggunakan sedikit mungkin kemasan dan/ atau produk yang 
rnenimbulkan sampah yang sulit diurai oleh alarn clan mudah 
mencemari 1 i ngkungan; 

b. menggunakan k(:1"11i'.'.J~i'.'.Jn darr/utau produk yang ramah Iingkungan/ 
mudah tcrurai secara alami; 

c. menggunakan kcmasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan 
kembali; dun 

d. mcmanfaatkan kembali sampah sccara aman bagi kesehatan dan 
lingkungan. 

l 1i'.i fi='i gra f '.2 

Kewnjibnn Mfl~yarakat clan Pclaku Usaha 

Pas;i l 11 

(1) Masyarakat dan pelaku usaha bcrkewajiban: 
a. melaksanakan pengurangan sampah; 
b. mclaksanakan penanganan sampah; 

c. membuang S:Fm1pHh yHn~ tidak dapat diolah secara mandiri pada 
ternpatnya mcnurut jcnis pcwadahannyu/pemiluhunnyn; 

d. mcmclihara kebersihan di lingkungannya; dan 
c. membayar retnbusr/jasa pelayanan kcbersihan. 

(2) Kewajiban pengelolaan sampah scbagaimana dimaksud pada ayar ( 1) 
dilakukan secara: 
a. mandiri orang perorung; 

b. kelompok onmg dengan cara membentuk bank sampan dan/ atau 
pengolahan / pemanfaatan sampah secara komunal dalam lingkungan 
sekilarnya; dan/ atau 

c. bermitra dengan Iernbaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, pengelola 
kawasan, dan/ atan pergur uan tinggi. 

a. kebijakan dan stratcgi dalarn pengelolaan sampah yang tclah ditetapkan 
Pcmcrintah Daerah; 

b. rencana induk dan stud! kelayakan pcngelolaan sampah rumah tangga 
dan sampan sejeni» sampah rumah tan.gga yang telah dltetapkan 
Pemerintah Daerah; 

c. arahan dan pemhinann Pemeriutuh Dueruh; dun 

d. pcratu ran pcrundang- undangan. 



PaBal 14 

( 1) Pclaku usaha terdiri dari usaha im.l u~lf'i dun bu kun indu~lri. 

(2) Pelaku usaha Lukan Induslri sebagalmana ,:Hmaks.ud psrla Ry:=it (I) terdiri 
dari: 
a. usaha toko swalayan / modern; 

b. usaha pasar rakyal/lradisional; 
c, usaha rumah tangga (lmmP. i,u-J.11.stry); 
d, pcrkantnranypcrgudangan; 
e, pendldikan; 

c. wadah warna merah untuk sarnpah yang mengandung B3, Limbah 83, 
dan residu. 

(4) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnerupakan kantong 
yang terhuat dari bahan yang dapat didaur ulang. 

(5) Kcwajiban masvarakat dan pelaku u saha dalam meluksanukan pengolahan 
sampah scbagaimaua dirnaksud p8<1~ ~iyi:tt ( 1) hu mt' h dtlaku km, terhadap 
sampah y:mg mudah terurat/organtk. 

Pasal 13 

( 1) Kewnjihnn mnaynrnknt dnn pclnku usaha dalam melaksanakan penanganan 
sampah scbagaimana dtmaksud dalam Pasal 11 avar (1) huruf b terdiri 
dari: 
A. pemilnhnn snmpah; dnn 

b. pengolahan sampan. 
(2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksarn::iks:in pemilahan 

sampah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
cara mcngkategorikan sampah yang terdiri dari: 

a. Sampah yang rnuduh terurai/ organik; 
b, Sampah yang t.idak mudah tcrurar/anorganik: 
c. Sampah yang dapat digunakan kembali tanpa rnelalui proses 

pengolahan; 

d. Sampah yang dapat didaur ulang; 
e. Snmpah yr-mg mengandung H:{ dan Limbah U:J; dan 
r. Hf1mpnh lninnyn, ynitu residu. 

(3) Pernilahan sarnpah sebagaimana dimnksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
melalui kcgiatan pcngclompokan sampah pada wadah sampan yang sesuai 
dcngan jenis sampah yang terdiri dari: 

a. wadah warna hijau untuk sampah vang mudah terurai/organik; 
b. wadnh warna kuning unruk sampah tidak mudah terurai/ancrganik: 

dan 

(3) Kewajiban menggunakany memanfaatkan kembali kcmasan dan/atau 
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, 
memperhatikan ketentuan label kcmasan dan/atau produk sebagaimana 
dlatur daiam peraturan perundang-undangan, 



c. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B3, 
dan residu. 

(4) WAdHh sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcrupakan kantong 
yang terhun! chrri Im tum ya1lg dapat didaur ulang. 

Pa~a115 

(l} Penanggung jawab usaha/pcngelola kegiatan insidentil bcrkcwajiban 
a. melaksanakan pcnanganan sampah berupa pemilahan sarnpah; 

b. mclaksanakan pcwadahan sarnpnh hnstl pemilahan; 
c. memelihnra kdu:rsihiin di Ilngkungennva; dun 
d. membayar retribusi/jasa pclayanan kcbcrsihan. 

(2) Kewajiban dalam melakssnakan pcrnilahan sam pah se:hr1gr3irnnnn 
dlmaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dcngan cara mengkategorikan 
sampan yang terdiri dari: 
a, 8~n-1pF.th yang mudah teruruiy organik; 
h. samoah yang tidak mudah terurai.' anorganlk; 
c. Sampnh yang dapat digunakan kembali tanpa mclalui proses 

pengolahan; 
d. Sampah yang dapat didaur ulang; 
e. Sampah yang mengandung 03 dan Limbah R3; chm 
f. Sampah lainnya, yaitu residu. 

(1) Kewajiban dalam melaksanakan pewadahan sarnpah hasil pemilahan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan 
pengclompokan aampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis 
sampah yang terdiri dari: 

a. wadah warna hijHu un tu k sarnpnh yang mudah tcrurai/organik; 
b. wadah wnrnn kuning untuk sampah tidak rnudah terurat/nnorgnnik: 

dan 

f. w:1r11ng, restoran, cafe rlan sejenisnya; 
g. usaha rekreasr/hiburanyolahraga; dan 
h. pcrhotelan/penginapan/losmen/usaha kos-kosan, 

(3) Usaha toko swuluvan /rnodern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri dari: 

:..1.. Minim:.:irkf':t; 

b. Supern.10.ket; 
c. Hypermarket; 
d. Pusat Perbelanjaan; 
e. Departement Store; dan 
f. Grosir/Pcrkulakan, 



P;1sHI 18 

Setiap pcngcrnbang lumgurn-m g~dung apartcmcn, selain berkewajlban 
mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat rnelengkapi 
bunguno.n gedung dengan cerobong gravitasi pcngumpulan sampah, 

Paragraf 3 
Kewajiban Pcngclola Kawasan, 1 >cngclola fi'a~ilil.a~ clan Pcngcmhang 

Pasal 17 

( 1) Pengelola kawasan, pcngclola fasilitas dan pengemhang berkewajiban 
menyediakan fasilitas sarana prasarana pcngclolaan sampah yang tcrdiri 
dari: 

a. pewadahan dan pcmilahan sarnpah; 
b, pengurnpulan sampah; 
c. pengolahan sampah yang mudah tcrurai /nrgnnik: dnn 

d. TPS/TPS 3R/TP~T. 

(2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. kawasan permukirnan; 

b. kawasan komcrsial; 
c. kawasan industri; 
d. kawasan khusus; 

e. fasilitas umum; 
f. fasilitae sosial; dan 
g. fasiHtas lalnnya, 

(3) Pewadahan dan pemilahan sampah sehagnimann dimnksuri pndn nynt ( 1) 
huruf a sesuai dengan jenis sampah yang terdiri dari: 
a. wadah wama hijau untuk sampah yang mudah terurai/organik; 
h, wadah warna kuning 1111luk ~arnputi Iidak rnudah Ierurai /anorganik; 

dan 
r. .. wndnh wnrnn rnerah untuk sampah yang rncngandung 03, Lirnbah 03, 

clan reaidu. 
(4) Krlterlay persyaratan teknie fasilttas sarana prasarana pengetotaan sampan 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) sesual dengan standar teknis yang 
ditetapkan Oinas berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

l1asal 16 

( 1) Penanggun~ jawab usaha bidang kesehatan melaksanakan pengelolaan 
sampah scsuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Usaha di btdang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} terdiri 
dari: 

a. rurnah sakit, rumah bcrsalin, balai pcngobatan, klinik, praktik 
rlnld~r / hldnn / p ... r(1 w1·tt~ 

b. apotik, toko obat, dan sejcuisnya.dan 
c. Inbnruf.nriu m k lin ik. 



( 1) Pengelnla sampah berkewajiban: 
a. rnelaksanakan pelayanan penanganan sampah yang terdiri dari 

pengangkutan, pcngolahan, dan pernrosesan akhir sampan: dan 
b. melaporkan secara periodik kepada Dinas setiap enarn bulan sekali. 

Pmml 21 

Paragraf 5 
Kcwaiiban Pemerin Lah Daerah dan Pengelola Sampah 

Pa~al20 

( 1) Pemerintah D::u:r-ah berkewajiban: 

a. melaksanakan pelayanan penanganan sampah yang terdiri dari: 
pengumpulan, pengangkutan, pcngolahan, dan pemrosesan akhir 
sampah; 

h, mcmfasilttasi pengelolaan sampah, 

c. mcndorong terbentuknya satuan / kclompok kerja kebersihnn Jri lan yAng 
melibatkan kclurahan dan pcnghuni/pcmakai persil jalan-jalan tcrtcntu 
di bawah koordinasi Dinas; dan 

d. mendorong masvarnkat untuk rnelaksanakan Gcrakan Kebersihan di 
bawah koordinasl Dlnas. 

(2) Kewajiban mclaksanakan pcngumpulan sampah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat ( 1) hu r1J r a melibatkan Kelurahan rlan rer /RW. 

(J) Kewajiban pelayanan pcngurnpulan dan pcngangkutan sarnpah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan 
teknologi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daera h. 

(4) Kewaiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: 
n. kehijnknn dan stratcgi dalam pcngclolaan sampah yi:mg telah ditcrapkan 

Pc-mc:-rintah Daerah; 
b. rencana induk don sl.udi kelayakan pengclolaan sampan rumah tangga 

dan sampan sejenis sampah rumah tfmgga yang telah ditetapkan 
Pcmr:rinl.ah Daerah; dan 

c. perai.uran perundang undangan. 

Paragraf 4 

Kewajihan Prod uscn 
Pasal l Y 

(1) Produsen wajib mencantumkan lrJh~l dm1 lH.nda yang bcrhubungan <l~n11,nn 
pengurangan dan pcnanganan xa mprrh pudn Icemasan dfln/1-:.1_Lau produk 
y::1.n1~ dibasilkan dari/ntau beredar rli rlacrah. 

(2) Prnrlnsen w;1jib mengelola kcmasan dan/atau produk sebngnlmnnu 
dimaksud pada ayat (I) _y;.;tr1g tidak <.h.LJ.JUl atau sultr tcrural otch proses 
a lam. 

(3) Kewajihan produsen sebagaimana dimaksuci pada ayat ( l) dan avat (J), 
dilaksanakun f~~!'~lh• i fler1gan kctcntuan pcraturnn peru nf1r1ng-111111:-mg:·rn 



UAB V 

PERTZTNAN 

Bagian Kcsatu 

Umurn 

Pasal 22 
(1) Izin Pengelolaan sarnpah diwajil)kan untuk kcgiatan pcngclolaan sampah 

yHng t~rdiri dsrri: 

a. pcngangkutan sampah; 
b. pendaurulangan/ pengolahan sampah; dan / atau 

c. pemrosesan akhir sampah. 

(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ] dapat dilakukan 
oleh: 

a. Pemerin tah Daerah; dan 

b. Rad an u saha. 
(3) Sctiap hadan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sarnpah 

wajib mcmiliki Izin Pcngclolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang terd i ri da ri kegiat a=-1 n ; 

a. pf':ngFingkutFin sampah; 

b. pendaurulangau/ pengolahan sampah; dan/ atau 
c. pernroaeaan akhir sampah. 

(4) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada avat (1) 
dikecualikan bagi pengelolaan sampah yang diselenggarakan olch: 

a. Pemerintah Daerah: dan 
h. pengolahan sampah yang mudah tcrurai/ organik olch masyarakat 

rumah tangga sccara mandiri. 

a. jumlah r kapaxita« xampah yang dikclola; 

b. teknologi yang digunakan; 
c, [umlah dan Icnls produk hasil otahan.; 
d. jumlah clan jcnis armada yang digur,akan ~ dao 
e. ju mlah <hm jt:r1is n:sid1J/sis:1 y:111g rliangkut kc TPA. 

P) Kcwajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bcrcta~;~trknn: 
a. izin pengelolaan sampah; 
b. kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan 

Pemerintah Daerah; 
c, rcncana induk dan studi kclayakan pcngclolaan sampah rumah tangga 

dan sampah st"j~nis sarnpah rumah t,;:inggr°l yang telah ditctapkan 
Pcrncrintah Dacrah: 

d. arahan dan pcmbinaan Pemerintah Daerah; dan 
e. peraturan perundang-undangan, 

(2) Kewnjihan sehagaimnna dimn ksud pada avat ( 1) huruf h paltng scdikit 
rncmuat: 



( 1) Izin Pengelolaan Sampah ditcrbitkan apabila: 

a. telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) secara lengkap dan benar; dan 

b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana termuat dalam 
rekomendasl darl Dinas; 

(2) Dinas melaksanakan veriflkasl Zpcngecekan lapangan atas persyaratan 
teknis sebagaimaru; dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b dan mernbuat Berila 
Acara Hasil Verifikasi. 

(3) Berita Acara Ilasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) menjadi 
bahan pertimbangan dalam pcmbcrian Rckomcndasl yang ditcrbitkan 
Dinas. 

(4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan 
Pengclolaan Sampah berwenang menolak permohonan Izin Pengelolaan 
Sarnpah HpHhilH per~yaratan admini~lralif sebagaimana (hmak~11d p},ld~1. 
ayat (1) huruf a tidak lcngkap dan tidak bcnar serta mcmcrintahkan 
Pemohon untuk melengkapi sernua persyaratan administratif. 

(5) Perangkal Daerah yang bertanggung jawab dalarn hidang Perizinan 
Pengelolaan Sampah berwenang menolak perrnohonan Izin Pengelolaan 
Sampah apabila persyaratan teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b Litlak dipenuhi, 

Bagian Kedua 
Pe:rsyarat.an dan Tat.a Cara Pr.rizinan Pr-ngclolaan sampah 

Pnsnl 2··1 
(1) Setiap badan usaha untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah waiib 

mcngaj ukan pcrmohonan kcpada Kcpa.la Pcrangkat Dacrah yang 
bertanggung jawab dalam bidang perizinan pengelolaan sampah. 

(2) Pcmohon Izin Pengclolaan Sampah wajib mcngisi Formulir Permohonan 
Izin dengan melamplrkan: 
a. fotokopi Kartu THndH Penduduk yang masih berluku utuu bugi 

permohonan yang dikuasakan waiib dilengkapi dengan Surat Kuasa 
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pembcri dan pcncrima kuasa; 

b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gambar yang dimilikinya; dan 
c. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin 

Pcngclolaan Sampah yang bermctcrai cukup. 

Pasal 23 

(1) Pcrmohonan Izin Pengclolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Paaal 
22 ayat ( 1) diajukan kepada Walikota. 

(2) WHlikot.A herwenang mengabulkan atau rnenolak permohonan Izin 
Pengelolaan Sampah sebagaimana dimf-lks11rl parla :=iyM (1 ). 

(3) Walikula mrlimpahkan krwcr1:-tr1e,:-tr1 rrwr1g:-tlrnlk:-tr1 HIH1J 1ncllf,lf'1k 
pt:rmQhQr1::,1.r1 Izin Pt..'flil,;lQl~rl s~mpHh :-i.ehMB,Him.i,rn~ dimJ.1k~,nr1 pi;1rh-, flyflt ( 1) 
kepada kcpala Pcrangkat Dacrah yang bertanggung jawab dalam perizinan 
pengelolaan sampah, 

Pasal 25 



Pasal 28 

(I) Pcrpanjangan Izin Pengelolaan Snmpah diterbilkan, apabila: 
a. tclah mcmcnuhi persyaratan acJrn1nistratil' sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3) secara lcngkap dan benar; dan 

b. telah rnemen u hi pcrsyaratan teknis yang tcrmuat dalam rekomendasi 
tckn is yang d ibuat Dinas, 

Ragian Ketiga 
I >crsyaratan dan Tata Cara Perpanjangan lzin Pengelolaan Sampah 

Pasal 27 

(l) .Iangka waktu berlakunya Izin Pengelolaan Sampah ditctapkan untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 
(tiga) tahun setiap ka1i perpanjangan, 

(2) Perpanjangan Izin Pengeiolaun 8m11p~1h dapat dtlakukan paling Iarnbat L 
(satu] butan sebelum bcrakhirnya lzin Pt'.ngt'.lnlaan Sarnpah. 

(3) Pemohon Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampan wajib mcngisi Formulir 
Pcrpanjangan Izin Pengelolaan Sampah rlenga n rru-larnpirknn: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang mnsih h~d.1-1k11 atau bagi 

permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa 
bcserta fotokupi Kartu Tanda Penduduk pemberi dnn perierirnn kuasa; 

h. fotokopi dattar ulang Izin Gnngguun beserta Iampiran Cambar yan~ 
dimilikinya apabila tclah melakukan daftar ulang atas Izin Gangguan; 

c. surat pernyataan yang mcmuat keterangan/uraian tidak terjadi 
perubahan u saha, pPrubahar1 luasan tcmpat usaha, perubahan Iokasl 
usaha, pcrubahan status k~p~n1ilikan/penxw.L~tllu1 uuiah dan Zatau 
status kepemillkan u snhn; rlan 

ct. surat pcrnyataan mernenuhi sernua kewajiban dalam pemberian 
Pcrpanjangan Izin Pengdolaan Sampah yang berrneteral cukup, 

Keten l uun te-n t:mg Persyaratan clan Tata Cara Pcrixinan Pengelolaan Sampah 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal '24 rlnn P;.t~ul 25 berluku pula bagi badan 
usaha pcngclola aarnpah yanR melakukan: 
n. p~rulu-1hJ.m tuasan tcmpat. u saha untnk kc~ia.tan 

pendaurulangan / pengolahan sampan; 
h. pen am bahan kegiatan dalam pengclolaan sampah; dan/ atau 

c. peru bahan lokasi. 

Pasal26 

(6) Penolakan terhadap pcrmohonan Perizinan Pr:np;r:lolRfHl Sampah 
sebagaimana climak:"3ud pada ayat (5) disertai dengan alasan pcnolakan 
clan disampaikan kepada Pemohon Izin dalam bentuk tertulis. 

(7) Perangkat Daerah yang ht'.rl.~nM,m~ [awab daram bidang Perizinan 
Pcngclolaan Sampah menerbitkan hukti tanrln pcndnflnrun upubilu 
pcrsyarutan sebuguimunu dimuksud pada ayat ( 1) tclah Icngkap dan hcnar. 



Pasal 30 

(I) Perangkat I )aerah yang bcrtanggung jnwab dalam bidang Pcrizinan 
Pcngclolaan Snrnpnh rnenerbttkan perubahan Izin Pengelolaan Sampah 
apabila: 
a. telah memenuhi persyaratan administratif secara Iengkap dan bcnar; 

dan 

(1) Pemegang/Pcmilik fain P~nRdol:i:in Sampah waiib mengajukan 
Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah kcpada Perangkat 
Dacrah yang bertnnggung jawab dalam bidang Pcrizinan Pengelolaan 
Sampah, apabila terjadi perubahan status kepemilikan usaha. 

(2) Pernohon Perubahan Izin Pengelolaan Sarnpah, wajih mengisi Fot-mu lir 
Perubahan Tzin PengdulHan Sampah dengan mclamplrkan: 
a. fotokopi KArtu Tanda Pcnduduk yang maxih berlaku atau bagi 

permohonan yr.1ng dikuasakan waiib dilengkapi dengan Surat KuHsH 
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan pencr lrna kuasa; 

b, totokopi lzin Gangguan bcscrta lampiran Gamharnya; 
c:. Surnt Peruyataan/kctcrangnn/uralnn vang memuat adanya pcrubahan 

status kcpcmilik .. m al.us usnhn: dan 

d. Surat Pernyataan memenuhi semua kcwajiban dalam pemberian Izin 
Pengelolaan Sampah. 

(2) Dinas melaksanakan verifikaai di li~1rmnn1r1 ulus pt"rs_yuntlun tekriia 
sebnguimunn dimaksud pada ayat (1) huruf b clan membuat neritu Acara 
Hasil Vcrifikasi/ pengecekan Iapangan. 

(3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagalmana dirnaksud pada ayat (2) menjadi 
bahan pertimbangan dalam pembencn Rekomendasi yang diterbitkan 
Dinas. 

(4) Pt;r:.-1 . .ngkat Dacrah y;u1g bertanggung J;1w~1h rlalsuu hid:-mg Pt:1 i ..... imrn 
1-'t:ngt:lolnnn ~.-1mpnh lnTwrm:Ulfl rm:m.1lak pcrmohonan Pcrpanjangan lzin 
Pengelolaan Sampan apabila pcrsvaratan arl minixtr-at if sebagatrnana 
dimaksnrl paria avat ( 1) huruf a tidak lengkap dan tidak bcnar sertn 
memerintahkan Pemohnn u nl.uk rru-lengkapi scmua pcrsyaratan 
administra ti f. 

(5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan 
Pr.ngdnh-.1;:-i n Rampah berwenang menolak permohonan Pcrp;mj;.mg~m Izin 
Pengelolaan sampah apabila persyararan teknia sebaga1mana dlmaksud 
pada ayat ( 1) huruf b tidak dipenuhi, 

(6) Penolakan tcrhadap pcrmohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan 
dan disampalkan kepada Pemohon dalam bentu k tertulis. 

(7) Pcrangkat Dacrah y;.mg hertS:t.nggung jawab dalam bidang Pe:rlzltHHl 
Pn1r,dnl;1;rn Sumpuh menerbitkan huktl tanrla pcmh11larar1 apabila 
pcrsyaratan scbagaimana dirm-tksud pada ayat (1) telah Icngkap dan benar. 

Bagian Keempat 

Persyaratan dan Tata Cara Pencrbitan Perubahan Izin Pengelolaan R~mp:lh 
P,;is;il 2'} 



Bagian Kcenam 

Sistem Informasi Perizinan Pengelolaan Sampah 
Pasa133 

(1) Pcrangkat Daerah vang bertanggung jawab dalarn bidang Perizinan 
Pcngelolaan R;:.mpr1h m~np,.t"lola dan mengembangkan ~l~te:rn lnf(wma~i 

p~~~1~2 

Proses penerbitan Rekomendasi Tcknis dari I )inHs s~h}lg}lirrnm}l dimaksud 
dalam Pasal '..l5 ayat ( l) huruf b, Pascl 28 ayat (1) huruf h, dan Pasal 30 ayat 
( 1) huruf b ditetapkan berdnsarkun Stander Proaedur Opcraatorial yang 
ditetapkan Dinas, 

I3agiar1 Kelima 

Standar Prosedur Operasional dan Stanrlar PP.lRyanan Minimal 
Pasal 31 

Proses dun jungka waktu pcncrbltan fain Pcngclnlaan Sampah, Perpanjangan 
lzin Pengelolaan Sampah dan Peru bahan lzin Pcngclolaan Sa111pah 1 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28~ 
Pasal 29 dan Pasal 30 dttetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operaeional 
dan Standar Pclaya nan Minimal yang ditetapkan Perangkat naerah yang 
bertanggung tawab dalam hidang Pertzinan Pcngclolaan Swnpah. 

b. Lelah memenuhi persyaratan tcknis sebagaimana dimuat dalam 
rckomr.nrlus! leknis yang dibuat Dlnas. 

(2) Dinas melnksanakan verifikasi di lapangan alas persyaratan tcknis 
sebagalmann dimuksud pada ayat (1) huruf h dan membuat Derita Acara 
Hnsil VP-ritiknsi /pengecckan Iapangan, 

(3) Berita Acara H::isil Vcrifikas] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rncnjadi 
bahan pertirnbangan dn lnrn pP-m berlan Rekomcndasi yang ditcrbitkan 
Din as. 

(4) Perangkat I )aerah yang bertanggung jawab daiam bidang Pcrizinan 
P1:r1gelulaur1 Sampah bcrwcnang mcnolak perrnohonan Perubahan Izin 
Pengeloluan Sampah :=ip:=ihil:1 pcrsyurutun udministrutif scbagalmana 
,lirrmks,u1 pudu ayat ( 1) nurur a tidak lengkap dan tidak henar Rr:rt:=i 
memerintnhkan Perrurhun untuk mclengkapi semua persyaratan 
administratif. 

(5) Perangkat Daerah yang bertanggu n,R jawub dalam bidang Perizirian 
Pengelolaan Sarnpah berwenang menolak pcrmohonan Perubahan Izin 
Pengelolaan Sampah n.pabila persyaratan teknis scbagatmana dlrnaksud 
ps.uh-i s.1yf.1t ( 1) huruf b tidak dipcnu hi. 

(6) Penolakan terhadap permohonan peruhahan Izin Pengelolaan Sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) discrtai dengan alasan penolakan 
dan disampaikan kepada Pemohon dalam hentuk tcrtulis. 

(7) Pcrangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan 
Pengelolaan Sampah monerbltkan bukti tanda pendafraran o.pabila 
persvaratan sebagaimana dim;ikxwl pndu avat (1) telah Icngkap <Ian 
benar. 



(1) Setiap orang dilarang: 
a. rnenyelenggarakan kegiatan usaha pcngelolaan sampah yang terdiri dari 

pengangkutan, pcndaurulangan / pcngolahan sampah, dun/ atou 
pemrosesan akhir sampah tanpa merniliki lzin Pengelolaan Sampah; 

b. rncmaaukkan sampah ke dalam wilayah uacrah: 
c. mcngimpor sampah; 
d, mcncampur sampah rumuh tungga dan sejenis sampah rumah tangga 

dengan 83 dan limbah 83; 
e. mengelola sampan yang menyebabkan penccmaran dan/ atau perusakan 

lingkungan; 
f. membuang sampah tidak pada ternpat yang tclah dircntukan dan 

dised iakan; 

g. membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air 
limbah; 

h. mcmbuang sampah di jalan, taman dan tcmpat umum; 
i. melakukan pcnanxanan sarnpah dcngan pembuangan tt':rhukn; 

j. membakar sampah yang tidak scsuai dcngan persyaratan teknis 
pengelolaan sampah; 

I 'r:nzman Pengelolaan Sampah dcngan sist<:m clcktronik dan teknoloei 
informasl yang mcmuat: 
a. syara t dan tata cara Perlzinan Penge lolaan Sampah; 
b. data jumlah Izin Pcngclolaan Sampah beserta jenis kegiatan usaha 

pcngclolaan sarnpah rlan pernilik izin usaha yang terdiri dari: 
1. jurnluh Izin I'cngclolaan Sampab yang tclah diterbitknn: 

:2. jumlah Perpanjang::in Izin Pengelolaan Sampah vana tclah 
di1r.rhi1 kan; dan 

3. jumlah Perubahan Izin Pengelolaan Sarnpah yang telah ditcrbitkan. 
r:.. data jumlah pemegang/pemilik Izin Pengclolaan Sampah yang telah 

melanggar Peral.uran Dacrah dan Pcraturan Walikota ini chm telah dibcri 
sanksi ndrninixtrnfif. 

(:2) ststcro Inforrnaai sti:h:.i~HimHnH dirnaksud pada ayat ( 1) hurur a dan huruf h 
bersifat terbuka untuk publik dan dilaksarrakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan 
Pengf":lol:-um Sarnpa h mengclola data jumlah Izin Pengelolaan Sampah 
beserta jenis kcglatan usaha pcngclolaan sampah dun p~rn il lk izi n u sahn 
sebagaimnnn dimaksud pada ayat (1) huruf 1J d::u) huruf r: sebagai 
bahan /data dalam kegiatan pcngawasan, pcngendalian, dan pencgakan 
hukum dalam bidang Perizinan Pengeloluun Surnpah _yang dapat diakses 
dengan mudah oleh 1 )inas. 

B/\8 VI 

LARANGAN 
Pasal 34 



BAB VIII 

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN 
Pasa136 

( 1) Pcrangkat Daerah yang bcrtanggung jawa h dalam hidang Pcrtztnan 
Pengelolaan Sampah melaksariakan: 

a. monitoring proses dan penerbitan Perizinan Pengelolaan Sarnpah; dan 
b. evaluasi Pcrizinan Pengelolaan Sarnpah. 

BAB VII 

PENILAIAN DALAM PEMDERIAN INSENTIF DAN DISINSJ:)NTlF 

Pasal 35 
( l) walikota berwenang memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga, 

badan usaha dan perseorangan dalarn pengelolaan sampah. 
(2) Pemberian insent.if dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

rlilakaariakan herdaaarkan hRsil penilaian oleh Tim Penilai terhadap: 
a. i novaxi p,-:n~r':1n1;=1;=1 n s;=1 m p;1 h; 
h. pelapnran R t·Rs pr.lRnggRmn terharlap larangan; 

c. pengurangan timbulan sampah; 

d. tertib penanganan sampah; 

e. pelanggaran terhadap larangan; dan Zatau 
f. J)C:I:~ ngga ra n t ,-:rt i h pcna ng:~ na n ~:=t m pa h. 

(3) Pembcntukan, tugas, pelaporan dan masa tugas Tim Pcnilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dttetapkan datam program kegiatan Dinas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

(4) Pembcntukan, tugas, pclaporan dan masa tugas Tim Pcnilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
nin~:'"-i. 

k. rncmbuang sampah kc 'fPA di hu1.r· jam 06.00 WTR sampai dengan jam 
21.00 WIB kecuali akibat kegiatan insidentil/keadaan darurat; dan/ alau 

1. membuang sampah ke TPA tanpa izin. 
(2) Setiap pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah ditarang: 

a. rne.n.yde.ngg:=nakm1 ke.giatan u saha pe.ngdnla:=rn aampah yang terdirl darl 
pengangkutan, pendaurulanganypcngolahan sampah, danj'atau 
pemrm·l~s~m akhir sampah y~mg tidak rnernenuhi p~rsyJ.1n1hm tekni» 
~,:-bar?timana tcla.h ditda.pbm rl:-113111 Tzin P("nr,r:-lnl:.:.:-1,-1 :,:.,~111p~h rl~ri 
pcraturan pcrundang-undangan: 

b. merubah usaha, memindahkan lokasi, dan/alau rnemperluas Lernpat 
n saha tan pa lzin rlari Perangkat Dacrah yang bcrtanggung jawah dalam 
hidang Perizinan Pengelolaan Sampah; 

c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikun; 
dun /utau 

d. menjalankan usaha yang dapat mentmbulkan pen.cemaran lingkungan 
hid up. 



BAB IX 
t>ENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pa~al 38 
( 1) Pengawasan dan pr':ngr':nd;.:.li;.;.in tr1h:-1d:-ip pclaksanaan Izin Pcngclolaan 

Sarnpah dilakecmaknn dengan earn: 
a. pengawasan administratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

bertanggungjawah dalarn hldang Perizinan Perrgelulaun Sarnpah; dan 
b. pcngawasan tcknis dan lapangan dila ksana kan oleh I )in~s. 

(').) Penp.;awasan dan pengeridalian sebagaimana dimakaud pada :)y;"jf (1) 
dllakukan mclalui kegi8L:_..t_ri: 

a. pendataan; 
b. pernantauan; 
c. pelaporan; dan 
d. evaluasi. 

Pasul 37 
( l) Apnbiln 1-'erungkul Daerah bclum mclaksanakan siatcm informaai 

scbagailnana dimaksud dalarn I'asal ~t·s wajib menvarnnaikan lapornn 
penyelenggru-a.ru1 penerbltan lzlrl Ptfli(tlol~8n 88lllp:..h kcpsrla W:..liknt:.. 
der1gan t1.~mbu::i.an kcpada Kepala Dinas sctiap bulan Juli ushun yang 
bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun 
bcrikutnya untuk semester kedua. 

(2) Laporan pcriodik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data 
jumlah Izin Pcngclolnnn Snmpah beserta ienis usaha dan pemilik izin usaha 
y.::i ng rcrrl i ri cl.::i rl: 
a. jumlah Izin Pr:nKr:lnlaan Sampab yar1g telah diterbitkan: 
b. jumlah Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampa.h; 

c. jumlah Pcrubahan Izin Pengelolaan Sampah; dan 

d. jumlah pemegang/ pemilik Izin Pengelolaan Sampah yang tclah 
m~l~mggar Peraturan Daerah dan Pcraturan Walikota ini serta telah 
diberi sanksi adminietratif. 

(3) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Pcngclolaan Sarnpah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) mcnjadi bahan/data 
untuk mclaksana .. kan kegiatan pengawasan lapangan dan pcncgakan 
hukum yang d llak ukart Dinas. 

(2) Kcglatan monitoring clan evuluusi sebugaimuna dimoksud pada avat ( 1) 
dilnksannknn sesuai ketentuan peraturan perundang-undaugan. 



Hagian Ketiga 
Pengawasan T .apangan 

Pasal 40 

( 1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan J a tau 
insidenul atas pelaksanaan pcrizinan Pengelolaan Sampah. 

(2) Pelaksanaan p~ngawasan lapangan secara periodik scbagatmnna dimaksud 
pada ayat ( l) dilakukan unt.uk pentaatan bagi: 
a. pl:.mq;.au~/1,.11..·miUk lziri Pcnr~clol~i=in R~n1pAh/pt':rnmggung_inwnh u suhn 

pengetolaan sampah atas pclaksanaan kcwaiiban chm larangun 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan 
Walikotn in i sertn Pernturnn Dnernh; 

b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewaiiban dan Iarangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasat 13 ayat (2) dan PHsal 34 ayat 
(2) Peraturu» Wt1.lik,)tH ini s,...rlH Pr-rnt u rnn fhwr·:-ih; 

c. penanggung jawah usaha Zpengclola kcgiatan insidcntil atas 
pelaksanaan kewajlhan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota tni serta Peraturan 
Daerah; 

cl. penanggung jawab usaha bidang kesehatan alas pelaksanaan kewajiban 
dan larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 31 avnr 
(2) Perat.uran WalikoLa ini serta Pcraturan Dacrah; 

Bagian Kedua 
Pr.ngr1wr1s;) n Administratif 

Pasal 39 
( 1) Pengawasan adminisfratif scbagaimana dimaksud dalarn Pasul :38 nyat ( l) 

huruf a dilaksanakan untuk pcntaatan pemegang/pemilik Izin Pengelolaa . .n 
Sampah dalam melakukan Perpanjangan lzin sebagaimana dimaksud 
dulurn ~n~nl '2'1 Pernturan Walikota ini. 

(2) Pero.np;lrnt Dacrah ynng bertanggung jawab dalam bldaug Perizinan 
Pengclolaan R.:-smpith mcncrbitkan Surat Pemberitahuan kr~p:=:i<l:=:i 
pfl:m~gnng/pemilik Izin f'l:uj~dok~~n Samp:;.,h 1111t11 k melnkukun 
perpanjangan izln. 

(3) Surat Pcrnbcritahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lcnliri dari: 

a. Surat Pernbcritahuan I (kcsatu) diterbitkan 3 (tiga] bulan scbclum 
bcrakhirnya Izin Pengelolaan Sarnpah ~ 

b. Surat Pernberitahuan II (kedua) ditcrbitkan 2 [dua] bulan sebelum 
berakhirnva Izin Pengelolaan Sarrrpuh: dart 

c. 811rflt Pemberitnhuan 111 (kctiga) ditcrbitkan l [satu] bulan sebelum 
berakhirnya Izin Pengclolaan Sampah. 

(4) Surat Pemberitahuan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dikirirnkan 
secara langsung kepada Pcmegang/Pr:milik Izin Pengclolaan 
Sampahj'pengelola kegiatan usaha/karvawannva di tcmpat usaha, 

(3) Ketidaktnatan ntns Surat Pcmbcritahuan 111 (kctiga) scbagaimana. dimnknutl 
pada ayat (3) huruf c mcnjadi dasar untuk pengawusun lcpangan y:-lng 
dilaksanakan oleh Dinas. 



Pasal 42 

(1) Petugas Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan tugasnya dapat 
melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tcmpat usaha 
pernegang/ pemilik Izin Pengelolaan Sam pah. 

Pasal 41 
( 1) Petugas Pengawas Lapangan berwenang: 

a. melnku k .. ·1n pemantauan; 
b. mcminta keterangan; 
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau mernbuat catatan yang 

diperlukan; 
d. memeriksa kesesuaian perizinan; 
c. memasuki temput u srih»; 

r. mcmotrct; dan 
g. memeriksa peralatan /mcsin. 

(2) Pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sarnpah/pengelola/karyawan, pelaku 
usaha, pengelola kawasan, pengelola fasilitas, pengcmbang dan produsen 
dilarang menghalangi pclaksanaan tugas pengawasan lapangan. 

e. pengelola kuwasan, pcngclola faailitas dan pen gem bang ;=.t ta~ 
pclaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 dan Pasal 34 ayar (2) Peraturan Walikota ini sorta Peraturun 
Daerah; 

f. setiap pengembang bangunan gcdung aparternen utas pelaksanaan 
kcwajiban dan Iarangan seh~gr.iimana dimakaud Pasal 17) dan Pnsnl Jll 
uvat ('),) Per-at u ra n w~liknt;:;i ini sorta Peraturan Daerah: 

g. actiap produsen alas pelaksanaan kcwajiban dan larangan ~,-.tmp,;11rr1;1n;:i 
dimaksud Pasal 19 dan Paaal 34 ayat (2) Peraturan W;:ilikot;l ini serta 
Peraturan Daerah; dan 

h. masyarakat alas pelaksanaan kewajiban dan larangan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 Pasal 12, Pasal 13 dan J->.HsAI ]4 ayat ( 1) 
Pcralunu1 Wulikoln in i. 

(3) Pclaksanaan pengawasan lapangan insidentil aebagaimana dimaksud pada 
ayat { 1) dilnksanakan nrns rlasar: 
a. laporan Perangkat Daerah yang bcrtanggung jawah dalam bidang 

Pertzinan Pengelolaan Srunpah alas k~I idaktaatan Pcmcgang/Pemilik 
Izin Pengelolaan SU111puh bcrdasarkan pengawasan administratif 
sebaguimuna dimaksud dalam Pasal 39; 

b. laporan Kecamatan / kelurahan: dan/ a tau 

c. laporan/pengaduan masyarakat. 

(4) Kepala Dinas mcnugaskan Petugas Pcngawas Lapangan untuk 
melaksanakan pcngawasan lapangan. 

(5) Dalam pelaksanaan kcgiatan pcngawasan lapur1g~m scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( t )> Dinas ch-ip.at. mclibatkan kccamatan dan Kelurnhnn yang 
membawahi tcmpat usaha pernegnng/pemilik Izin PengelolA.:u-. Sampah, 



Pasal 45 

( 1) Walikula berwenang menjatuhkan sanksi admin isl.ral.if atas pelanggaran 
ketentuan Peraturan Walikola ini kcpada: 
a. pemegang/pemlllk Izln Pengelolaan Sampah/penanggungjawab usaha 

pc-:ngdnJ:.rnn snrnpnh ntus peluksanaan kewajiban dan Iarangan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 rlan P:is;-tl :~4 ;t.y;,tf (2) P1.:r-:,;tlur·;JJ1. 
Wulikota ini scrta Pcraturan Dacrah; 

b. pelaku usaha atas pclaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 34 ayat 
(2) Peraturan Walikula ini; 

c, penanggung j..::tw~h usr1hr1jp,~ngdola ke1~iatan insidentil atas 
pck~k~ar1~-4;.-1.r1 kcwaiibun dun luru11gu11 sebng~11lnr.t1H1 dllnr.ak:-;url t"l:=il:=im 
Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikut» iui; 

d. pcnanggung jawab usaha bidang kesehatan atas pelaksanaan kewajiban 
dan larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 34 ayat 
(2) Peraturan Walikota ini; 

e. pengetola kawasan, pengclola tasttttas dnn pe.ngP.rnbur1g ttlu~ 
pelakaanaan kcwajiban clan larangan sebngnimnna dimaksud dalam 
Pasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peratu ran Walikota irri; 

f. setiap pengembang bangunan gcdung apartemen atas pelaksanaan 
kcwajiban dan larangan sehag3jmana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 34 
ayat (2) Pcraturan Walikota ini; 

PHsHl 44 

Ilasil pengawasan lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas Lapangan 
menjadi dasar peniatuhan sanksi administratif Hpr1hilH dite-mukan adanva 
peh"rnp-~l"U'OJ) nln~ ketentuan Peraturan Dacrah, Pcraturan Wa.likota ini dun Izin 
Pengelolaan Sampan. 

Pasal 43 

Petugas Pengawas Lapangan mcnyusun Uerita Acara Hasil Pengawasan 
Lapangan clan mclaporkan secara tertulis kepada Kcpala Dinas atas hasil 
pengawasan lapaugau yang lcluh dilukukan paling lambat '/ (tujuh) hari kcr]a 
8cl clah pcngaw:tsan dilaksanakan. 

a. dlllbatkan secara Ianasuru; dalarn kegiatan pelaksanaan pcngawasan di 
tcmpat usaha; dan/ atau 

b. rnernherikan taporarr/pcngaduan kcpada Dinus dan/al.au Pctugm; 
Penguwus Lupungun. 

(1) Kctcrllbatan Kccarnatan dun Kelurahan dalam pelaksanaan pcngawaenn 
lap.1ngan sebagairnana dimaksud pada ayat ( l ), dapat dllakukan dengan 
cara: 

HAHX 
SAN KST AD MINI ST RA SI 

lIagian Kesatu 
lJmum 



Pasa146 
( l} Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 

~tdminlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan 
nynt (:1) huruf n, huruf h, huruf c, huruf d, dun hu ruf t'. kcpacla Kcpala 
Dinas chm dituangkan dalarn bentuk Keputu~fln walikot». 

(2) Walikota melimpahkan kcwcnangan untuk menjatuhkan sanksi 
administratif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f 
kepada KP.pAlA Perangkar Daerah yang hP.rtanggung jawab dalam bidang 
Perizinan Pengelolaan Sampah dan dttuangkan dalam bentuk Keputusan 
Walikota. 

(~~) kewenangan penjatuhan eanksi administratif berupa pencabutan Izin 
Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf 
c tetap meniadi kewenangan Walikota dan dituangkan dalam bcntuk 
Kepu Lu san Walikola. 

(4) Sank~i udmini:-;trutif puk:-;uun 1-'ernerintah ~d>oKnirmmn dimakaud dalarn 
Paxal 45 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf c dilaksanakan oleh 
Dinus dun Suluun Polisi Pumong Pruju, 

(5) Petakeanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 di. 
bawah pengawasan tekrris dari Pel.ugaa Pengawas Lapangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pcraturan W alikota ini. 

g. aetiap produsen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini: dan 

h. masyarakat ataa pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimnksud dalam l':1s;1I 11, P;1s:1I 12, P:1s:1I t:~ dan Pasal J4 avat (1) 
Peraturan W alikota ini. 

(2) Sanksi Administratif scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 

n. regu ran / peringatan term Hs; 
b. paksaan Pe111eri11 tah; dan 
c. p~nca bu Lan Izin Pcngclolaan Sarnpah. 

(3) Sanksi Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b yang dijatuhkan bagi pcmcgang/ pcmilik Izin 
Pengelolaan Sarnpahy penanggungjawab usaha pengelolaan sarnpah dan 
pengelola sampah yang tidak berizin, terdiri dari: 
fl. mengurus Izin Pengelolaan Sampah/perpanjangan Izin Pengelolaan 

Sampah /pcrubahan lzin Pcngclolaan Sampah; 
b. pembongkaran pcrlcngkapan kcgiatan dan/ atau usaha; 
c. penyitaan barang, alat tlan/alau bahan dan/alau perlengkapan 

kegiat.andan/at.au usahn; 
d. penyiraan hnsil produ kai; 

~- mcnghcntikan scmcntara kcgiatan dan/ atau usaha; dan/ atau 
f. pembekuan lzin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu , 



P.1~::d ,18 

(1) Sanks! admlnlstraur L~gumn/p~ring&itnn tertulis scbagatmana duuaksud 
dalam Pasal 45 ayal (2) huruf a yang bcrupa Kcputusan Kepala Dinas, 
dijatuhkan kepada: 

a. pcmcgang/ pcrnilik Izin P~11g~loh·1}1n Sampah /pcnanggungjawab 
usaha pengclolaan sampah atas pe.b1ksr1n.H.Hn kt':wajihan dan larangan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21. dan Pasal :14 .-1y;"t1 (2) 
Pera tu ran Walikota ini: 

b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l I, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2)cfan Pasnl 31 
ayut (2} Peraturan Walikota ini; 

c. pr.mmgg,11ne jawab usaha/pcngelola k~gh:ibm insidentil atas 
pelaksanaan kewajiban dan larangan sehagaimana dimaksud dalam 
PH~HI 15 dan Pasal 34 ayat (2) Pcraturnn Wnlikotn ini; 

d. penanggung jawab usaha bidang kesehalan alas pelaksanaan 
kewajiban dan Iara ngA n sebagai mana dirnaksud dalam Pasal 16 dan 
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini; 

e. pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan pengembang ntns 
pe:h=1k~AnH:-:1.r1 kewajiban dan larangan sebagalmana <lim::iksud dalam 
Pusal 17 dan Pasal 34 ayai (2) Pr.t:lluran W:1Hlmto ini; dun 

I, setiap pengembang bangunan gcrlu ng ;,,tp;,,t r·Lcmcn alas pclaksanaan 
kcwajihan dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 
:\4 ayat (2) Peraturan Walikota ini; 

g. setiap produsen ~1.~s pelaksanaan kewajiban dan larangan 
sebagalmana dimaksud Pasal 19 dan 1,)asal 34 ayal (2) Peraturan 
Walikotu ini. 

(2) Sank~i administratif tcguri.U1/peringul.un terruus sehagaimar,a (lltnaksud 
pada ayat (1) dijatuhkan apahila dilcmukan pelanggaran berdasarkan hasil 
pcngawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 38,, 
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan. Pasal 44 Peraturan 
Walikota ini. 

{~3) Sanksi adrninistratif teguran Zperingatan tertulis sebagalmana dirnakaud 
p~d~ ~y.:--11 ( 1) dise-rtai perintah untuk 1utlaks;.1rrnk;.rn paksaan Pemerintah 
sebaguimana dimakaud dHl~n• Pa8a1 45 ayut (3). 

(4) Sanksi administratif te:gurHn/per1ngatan tertulis pada ayat (1) khU$U8 
kepada pemegang/pcmilik Izin Pengelolaan Sampah Zpcnanggungjawah 

Bagi;) n Kc:chw 

Ta ta C&1rn 1-'t":njntu han 8an ksi Admlnistratil' 
Paragraf 1 

Teguran / Peringatan Tertulis 
Pusal 47 

(I) Snnlcsi /\rlmini~tr.-1iif kcpada rru~1.::Jy(:l.1·':lk~l scbaaaimana dimaksud dalam 
fzasal 45 awn (1) huruf h dij~luhk:-m cf:-1l:1m hrnt11I-:- tt.'CUrnn/pf!'r11.1GCl.tCU1. 
dengan disertal pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran 
m:--i~yan--i kar. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas. 



b. melakukan pcnandaan berupa pita kuning/ stiker / papan yang 
bertuliskan: 
1. "BELUM MEMILIKI TZTN/PRRPANJANGAN/PERUBAHAN JZIN 

PENGELOLAAN SAMP/\H"; dan Zatau 
2. "MELANGGAR P~RATORAN D/\~~k>AH> PJ-.~RATUR.AN WALIKOTA 

DAN/ATAU PERSYARA'fAN lZlN P~NU~LOLAAN SJ\MPJ\H". 

1-'o.so.l ~u 
( 1) Sanksi administrntif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 avat (3) huruf a, huruf b, hu ruf c, huruf d dan/atau huruf c 
dllaksanakan oleh Satuan PoliKi Pamcmg 1-Tnjn riP-ng.an dida.mpfngi otch 
Petugas Pengawas Lupangan. 

(2) Sanksi administratif paksaan pcrncrintah se.hr1g;:iirrnrnH dirnak sud pada ayat 
( 1) dilaksanakan dengan cara: 
a. menyerahkan Keputusan Sarrkai administratif paksaan Pemerintah 

kcpada pemegangy penutik Izin Pengelolnnn Sumpuh/pcHaHggung jawab 
usaha/pcngelola sarnpah yang tidak herizin/karyawi.u1nya; dun 

Paksaan Pemerintah Daerah 
Pasal ,19 

Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 
45 ayat (3) huruf a, huruf b, hurur c, huruf d dan/atau huruf e yang 
direrbitkan oleh Kr.pala Dinas apabila berdasarkan Laporan Petugas Pcngawas 
Lapangan sanksi administratif tcguran/ peringatan tertn Hs sr.hAgAh11~ma 
dimuksud dulam Pasal 48 tidak ditaatl pcmcgang/ pcmilik Izin Pengeloluan 
Sampab /penanggung jawab usana/pengeroin snmpnh ynng I ich1l,: her-i:d,1, 

usaha pengelolaan sampah dan pcngelola sampan yang tidak merniliki Izin 
Pengelolaan Sarnpah.dllaksanakan secara bertahap: 
:-1. Tr.gurm1/Pt"r·inp.;atan Tertulis I (Kcsatu) untuk j.;:;i11KkH wak tu 15 (lirna 

belas] hari kalcnrlcr rcrhltung tiejak. diterimunya Tegurarr/Peringatan 
Tertulis 1111 oleh Pemegang/ Pcmilik Izin Pengeloluan 
Suzupulr/Penunggung juwab kcgiatan usana J rcngeiora kcgiat.a_tl 
usaha/ karvawannya; 

h. T~gurm1/Pt'.ringutan 'rertuhs 11 (Kcdua) untuk jangka waklu l ~ [lima 
bclas] hari kalcndcr seiak diterimanya Teguran/ Pcnngatan TcrtuHs ini 
1"11(-h Pe111eg~1.r •1~/ Pcmilik Izin Pcngclolaan Sum.puh/ Pfl:11.mi.ggung jswa l"t 
kegiatan usaha/ Pc:ng<:l()li1 kr.gi;:"11;:rn lJsHhH/kHry1-1wHnnya; dan 

c. Teguran/Peringatan Tertu lis Ill (Kctiga) untuk jangka wnktu 15 [Iima 
bclas] hari kalcndcr scjak ditcrimanya 'I'egurarr/Peringatan Terrulia ini 
oleh Pemegang/ Pemilik Izin Pengelolaan Sampah /Pcnanggung jawab 
kcgiatan usaha/Pengelola kegiatan us:iha/ karyawannya, 

(5) Son ks; administratlf teguran/ pcrlngatan tcrtulis yanjl, diiutuhknn s~c:nm 
bertahap sebagaimana cllm~k8ud pada ayat ( 1), ayat (2), ayat (3)~ dan ayat 
(4) dilaksanakan Pel.uga« Pengawas Lapangan scbagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Walikota ini. 



Pasal 5~ 

(1) Pelaksanaan Sanksi administratif paksHAAn Pf:merintah yang berupa 
pembekuan Izin Pcrig~]nh).:.-1n ~~1rnru1h untuk se1nentara waktu scbagaimnnn 
(limAk~ucl <l~lam P:..·usal 49 c.lilaksanakun olt:h 8rit1rnn P<>li~i Ps.mrJnf~ Pra,ja 
tleng~n tlitlampingi Pctugas Pengawas Lapang~n. 

1-1oso.1 51 
(l) Sanksi administrutif ps1k~s1Mm Pcmcrfntah yang bcrupa pernbekuan tzin 

Pengelolaan Hat11pah u nl uk sernentara waktu scbagalmanu dirnaksud 
dalarn Pasal 45 ayat (3) huru ff ditcrbitkan olch Kcpala Dinas apabila: 

a. berdasarkan Laporan Pelugas Pengawas Lapangan dan Saluan Polisi 
Pamong Praja At.As pe-laksariaan sanksi adminiatratif pak saan 
pcmerintah scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 50 yang telah 
dij;:'ituhkan tidak ditaati Pe1ueg:~n.g/Pr:milik Tzin Pengelolaan Sampah; 
dnn 

b. telah dllaksanakan rapat koordinasi dengan semuu Pel'ungkut Dueruh 
terkait. 

(2) Perangkat Daerah yAng hr.rtHnggu ng jawab dalam bidang Pe.rizinan 
Pcngclolaan Rn m pn h melaporkan kepada Walikota a pabll» berdasarkan 
rapat koordinasi dcngan sernua Perangkat Daerah tcrkait cll1mltH·.kar1 nknn 
di 1~1 ks~m~ kan Sfl.n k:sl Administratif Paksaaan Pemerintah yang berupa 
pembekuan Izin Pengclolaan Sampah untuk sementara waktu. 

P) Pclaksanaan Sanksi adminisrratif paksaan Pemerintah sebagalmana 
dimaksud pada ayat (~) discrtai pcrintah untuk melaksanakan: 

n, pengajuan permohonan I.zin/ Perpaniangan/Peru hahan f:,,.in Pcngeloluan 
Sampah: dan/atau 

b, melaksanakan pcrsyarauin yang termuar caram Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Pengelolaan Sampah. 

(4) Jangka waktu penandaan Zpemberian tanda sankst admintstratif 
sebagaimana dimnksurt pArla ayat (2) bcrlaku sarnpai d~ngm1: 

a. I:.du/Pcrp;-n1j:mg~m/Perubaha.11 Izln. Peu~duhwn Snmpah telah 
rlit~rl"Jitk>"ln uld1 Pcrangkat Daemh vnng he:rt.,=uiSStrns. jawab dalam 
bidsng P,,;11gdukt.~u1 Sumpnh; dnn / atau 

b. ditaatinya kctcntuan sebagaimans rliatur dalam Peraturan Daerah dan 
Peraturan Walikota ini, 

(5) Apabila dnlnm waktu 30 {tiga puluh) hari kalcnder.perintah sr.h::tp;::tirnana 
dlmaksud pada ayat P) huruf a tidak ditaati olch pcmcgang/ pcmilik Izin 
Pengelolaan Sampab /penanggung jawab usaha/pcngclola sampnh yang 
tidak berizin. Pctugas Pcr,guwu~ Lapangan mclaporknn kqmda Kepala 
Dinas, untuk mengu sulkan kcpada Perangkut Daerah yang bcrwcnang 
untuk melakukan penegakan hukum sesual ketentuan peraturan 
perundang-undanga n. 

(6) Apabila dalam waktu :10 hari kalender periritah scbagaimana dimaksud 
pada ayal (3) huruf h tldak dltaati oleh pemegang/pcmilik Izin Pengelolaan 
Snmpah, Petugas I 1cnµ,:iw:-H~ mcrekomendaaikan kcpada Kcpala Dinas agur 
Pcrangkat Dueruh yang bcrtsnggu ng _j;,iwau dulam bidang Perizlna n 
Pengelnlaan Sampah. mclaksanakan Pembekuan fain P,~ngdol~an Sarnpah 
untuk sementara waktu. 



Paragraf 3 

Pencabutan Izin Pengclolaan Sampah 
Pusul 53 

(1) Sanksl ad minisf rtu if berupa pencabutan lxin l'cngclolaan Sampah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4!1 r:1y~1 (2) huruf c dilakukan sebagai 
langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif bagi 
pcmcgang/pcmilik Izin Pengelolaan 8ampah. 

(2) Sarikxi administratif herupn pP.nc.1,ilm hm Izin Pcnr.;dolaan Sampah 
sebagaimunu dimaksurl pA(l.a 8.y~l ( 1) diusulkan K~pHl.n Din.i:1~ kt':p.i:ifl::i 

Walikola ~p:-ihilw 
a. Kcpala Dirtas telah rnerekomendaslkan untuk dilaksanakan Pcncabutan 

Izin Pcngelolaan Sampah dcngan mendasarkan pada Laporan Petugas 
Pengawas Lapangan atas pclaksanaan san k si arlrnirristratif paksaan 
pernerintah sebagaimnnn dimaksud dalam Pasal 52 yang tidak ditaati 
olch Pcmegang/ Pemilik Izin Pengelolaan Sampah; dan 

h. t.c:lah rliln k~;1 nH ki;:J n rapal koordinasi dcn~an Saluan i->olisi IJs-m,ong Pn~j~ 
dan scmua l 2t:rungkul Uuerah terkait.. 

(2) Sanksi administratif paksaan pcmcrintah yang berupa pembckuan Izin 
Pcngclolaan Sampah untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada 
r.iyfJ t. ( 1) d ilaksanakan dcngan cara: 
a. rncnveruhkan Keputu san R=-=tnk:-ti administratif puksaun 1-'~mt':rint)o")l"t 

kepada pcrnegang,' pemili k lzin J->ti:ngelolaan Sarnpah / pcnanggung jnwn b 
usa ha /kr-n-yawan nva; dan 

b. melakukan penanrlaan h~n1p:--i pilH. kuning/stiker/papan yang 
bcrtuliskan "IZIN PENGELOLAAN 8AMPATT OTREKUKAN SEMENTARA 
WAKTU~. 

(3) Sanksi ndmintstrnnr p::=1.k$8.8.n Pcmcrintah bcrupu pembekuan lzi11 
pr:ngclnlHHri ~l-lrrtp=:1.h untuk sementaru wnlctu ~c=:hngrilmi:itH'J clln1:-ik:;.i11rl pHcli-i 
uyut ( 1} disertai perintah untuk mclaksanakan: 
a. pengajuan permohonan Izin Pcngelolaan Sampah baru apabila kegiatan 

usahanya t irlak sesuai dengan Izin Pengelolaan S8mp8h~ 
h. melaksanakan pcrsyaratau yang termuat dalam Pcraturan naerah, 

Pcraturan Wnlikota ini, dan Perizinan Pcngclolaun Sampuh; 

c. pcrintah mcnghentikan sementara waktu kcg,i;il,rn pc:r1~<:lol;-1;u1 ~ampah 
sampai dengan cliterbitkannya Izin Pengelolaan Sampah. 

(4) .Iangka waktu penandaan scbagaimana dtmaksud pada ayat (2) huruf h 
bcrlaku sampai dengan lzin Pengelolaan Sarnpah yHng baru tclah 
diterbitkan dan ditaatinya kctcntuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah dan Pcraturan Walikota irri, 

(S) Apabila dalam wakl.u ~o (I iw-1 p11l11h) bari kalender, pcrlntah sebagaiman» 
dimaksud pada ayat (J) tidak ditaati, Pf"'.t11gas Pengawas Lapungun 
melaporkan kcpada Kepala Dinas, untuk: 
a. rnerekomendasikan kcpada Dinas untuk dilaksanakan Pcncabutan Izin 

Pengelolaan Sarnpah oleh Walikota; atau 

b. mcngusulkan kepadn Pr.rangkat Daerah yang herwenang untuk 
melakukan pencgakan h u ku m kr.p;.1cla pelaku usaha sceual kctcntunn 
pcraturan perundang-undangau, 



RAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

PasHl SS 
( 1) Keglatan pengelolaan sampan y~ng tclah dilaksanukun olch Pernerintah 

Daerah wajib dlsesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dlatur dalam 
Peraturan Walikota ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal54 

( 1) Pernegang/Pcmilik Izin Pengelolaan Sarnpah yang dikenai sanksi 
administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah herhak 
mcngajukan hak jawab sebelum dljatu hkannya sanksi pencabutan Izin 
Pcngelolaan Sam pn h. 

(2) Hak jawab diberikan kepudu Pcmcgang/Pemilik Izm J'cngclolaan Sa.mpo.h 
dalam tenggang waktu 30 [tiga puluh] hari kalcnder sejak diterimanya surat 
pernberitahuan pencabutan Izin Pcngelolaan Sampah. 

(3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada avat (2) dibuat dalam bcntuk 
tertults dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewaiiban 
yang dipersyaratkan dala.m basil pengawasan dan pcngendalian tclah 
dilaks..1n~kan. 

(4) Dalam jangka waktu paling larnbat 30 (tiga puluh] hari kalcndcr sejak 
diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (::\), 
Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknyajawaban. 

(5) Dalnrn mcngambil keputusan scbagairnana dimaksud pada ayat (4)t 
Walikota waiib mcndasarkan rekomendasi dari: 
a. Kcpala Pcrangkat Duen1.h ynng bertanggung jawab dalam bidnnR 

pcrizinan Pengelolaan Sampah; 
b. Kepala Dinas; dan 
c. semua Perangkat Daerah yang terkait dengan jenls kegiatan usahanya. 

(6) Keputusan Walikota yang memuat ditcrima atau ditolaknya hak jawab 
scbagaimana dimo.k$ucl pada ayat (5) disertai alasan-alasannya, dikirim kan 
kepada pemegang/ p,:m ii ik Tzi n Pengelolaan Sainpah. 

(7) Setelah Iewat waktu 30 (tiga puluh] hari kalender sejak diterimanya surat 
hak jawah, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab 
pcmegang/pemilik Izin Pcngclolaan Sampan dinyatakan diterima. 

(8) Selam.a jangka waktu hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4), Pemegang/pcmilik Izin Pengelnh);.-,n 8;)tnpfih waiib rnenh-u-1ti sanksi 
administratif paksaan pemcrlntah sebagaimanu dirnaksud dalam peraturan 
Walikota ini. 

(3) Perangkat Dacrah yang bertanggung jawab datam bidang Perizinan 
Pengelolaan Sampah mengusulkan kepada Walikota apablla berdasarkun 
rapar kounllnasl dengan sernua Pcrangkat Daerah tekrrix terkatt 
diputuskan pencabutan J7.fr1 Pengelulaan sampah. 

(4) Sanksi adminiatratif berupa pencabutan lzin Pengelolaan Sampah 
sebagaimana dimaksud pada i:-w:.1t (I) rliterhitkan oleh Walikota. 

(5) Pcncabutan Izin Pengclolaan s~n--.pRh menjadi dasar pcncabutan semun .izin 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha pcngelolaan sampah clan 
dilaksanakan sesuni kctcntuan peraturnn perundang-undangnn. 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN .,;1.t,1~\--NOMOR ~:,?1 

Pasal 56 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

HA.8 X.11 

KETENTUAN PENUTUP 

(2) Semua Iasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah 
wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalarn Peraturan 
Walikota ini paling lambat 5 [lima] tahun s~j1-1k ber'laktrnya Persrtursrn 
Walikota ini. 

(3) Semua pengelola sampah yang telah melaksanakan kegiatan usaha 
pengangkutan, pendaurulangan/ pengolahan sarnpah, dan/ atuu 
pemrosesan akhir sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah 
scbagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling larnbat 2 (dua) 
tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini. 

Diundangkan di Semarang 

Pada Tanggal #1>'\)~/:.~·f'J'·'f.,~ ... 
SEKRETARIS DAERAH 

ADITR~O 


